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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Kegiatan perekonomian dalam kehidupan masyarakat tentunya menjadikan 

masyarakat tersebut memerlukan suatu pergerakan yang dinamis dari waktu ke 

waktu dan dari tempat ke tempat. Di zaman yang sudah maju ini tentunya 

masyarakat pun memerlukan kendaraan sebagai salah satu aspek penunjang yang 

memudahkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Kendaraan tidak hanya digunakan 

sebagai alat transportasi namun juga digunakan sebagai suatu sarana untuk 

pencaharian perekonomian oleh sebagian besar masyarakat. Untuk mendapatkan 

kendaraan itu, tentunya terjadi kegiatan jual beli. Menurut ketentuan Pasal 1457 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan 

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan 

pihak lain untuk membayar harga barang yang dijanjikan.  

Kegiatan jual beli sendiri dapat ditemukan dari yang berskala kecil dan 

mudah dilakukan seperti jual beli kebutuhan sehari-hari, makanan, atau elektronik 

dan hal-hal lain yang dapat kita temukan dan dapatkan secara mudah, dan ada 

juga kegiatan jual beli yang berskala besar seperti kendaraan, tanah, atau rumah. 

Untuk sebagian masyarakat, membeli kendaraan bermotor dapat dilakukan 

dengan metode pembayaran tunai dimana cara membeli kendaraan tersebut 

dengan langsung dibayar lunas dapat dilakukan dengan mudah, namun bagi 

sebagian masyarakat lainnya, membeli kendaraan bermotor dengan cara kredit 

lebih membantu. 
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Banyaknya kegiatan jual beli atau transaksi di masyarakat, menjadi salah satu 

alasan banyaknya lembaga-lembaga dibidang keuangan seperti bank maupun non 

bank yang menawarkan pembiayaan kepada masyarakat. Di dalam Pasal 1 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)  Nomor 35 Tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah 

dengan POJK No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa 

Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 

Pembiayaan, yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan ialah badan usaha 

yang melakukan kegiatan barang dan/atau jasa.  Salah satu bentuk kegiatan 

perusahaan pembiayaan ialah dengan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin 

membeli kendaraan dengan cara kredit. Dimana lembaga atau perusahaan 

pembiayaan akan membuat suatu perjanjian pembiayaan atau sebagai kreditur dan 

pihak debitur akan membayar kembali sejumlah uang yang telah digunakan untuk 

membiayai transaksinya dengan sejumlah bunga dan tenggat waktu yang telah 

ditetapkan di dalam perjanjian yang telah dibuat.   

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang 

dimaksud dengan perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dapat dikatakan bahwa 

perjanjian ini menjadi dasar dari timbulnya suatu perikatan diantara para pihak 

yang kemudian di dalam pelaksanaan nya, kedua belah pihak harus memenuhi 

tanggung jawabnya atau kewajibannya terlebih dahulu sehingga ia mendapatkan 

hak yang sudah diperjanjikan dari awal dan kedua hal tersebut tidak bertentangan 

dengan hukum yang berlaku.
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Setelah adanya perjanjian maka akan dilakukan pembiayaan, berdasarkan 

prinsip syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah perjanjian antara bank 

dengan pihak lain yang menggunakan jasa bank dalma penyimpnaan dana atau 

pembiayaan usaha yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Biasanya dilakukan 

melalui suatu lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan, dimana di dalam 

POJK Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di 

Sektor Jasa Keuangan, yang dimaksud dengan Lembaga Jasa Keuangan adalah 

lembaga yang meaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, 

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan 

Lainnya. Namun untuk kegiatan pembiayaan seperti melakukan pembayaran 

secara angsuran banyak dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan. Dalam 

terlaksananya kegiatan pembiayaan tersebut tentunya di antara kedua belah pihak 

dibutuhkan hal yang menjadi pegangan agar tidak terjadi wanprestasi atau hal-hal 

yang tidak diinginkan, bagi pihak kreditur selain dengan adanya surat perjanjian, 

mereka menjadikan objek yang dibiayai sebagai jaminan. 

Sampai saat ini hukum jaminan di Indonesia masih bersifat dualisme, 

yakni di satu sisi diatur dengan produk hukum barat, yaitu jaminan atas benda 

bergerak berupa gadai yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. 

Sementara hak jaminan lainnya atas benda bergerak yang dilakukan tanpa 

menguasai bendanya diatur dalam Undang Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. 

1 Bisa dikatakan, jaminan fidusia ini sudah sering terjadi dan diterapkan terutama 

dalam kegiatan perjanjian pembiayaan. Pemberian jaminan yang bersifat khusus 

                                                             
1 M. Khoidin, Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Ekseskusi 

Hak Tanggungan), Surabaya : Laksbang Yustitia Surabaya, 2017, hlm : 8 
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pada umumnya dituangkan di dalam suatu perjanjian jaminan, Dengan dibuatnya 

perjanjian jaminan terebut maka akan menjamin keamanan bagi kreditur dalam 

pengembalian piutangnya. Dengan perkataan lain melalui pembuatan perjanjian 

jaminan tersebut maka akan menempatkan kreditur pada posisi yang lebih baik 

(aman). Tanpa adanya pembuatan perjanjian jaminan, kreditur kurang suka untuk 

terlibat dalam suatu perjanjian kredit yang penuh risiko. Atau kalaupun kreditur 

bersedia memberikan kredit tanpa pembuatan perjanjian jaminan maka dia akan 

membebankan syarat.2  

Seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 1  angka (2) Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi Jaminan Fidusia 

adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat 

dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaaan 

Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang di utamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.  

Pasal ini menjelaskan bahwa objek fidusia tersebut ialah sebagai agunan bagi 

pelunasan utang tertentu, yang berarti jika suatu kendaraan bermotor sudah 

menjadi objek jaminan fidusia maka objek tersebut dapat digunakan untuk 

melunasi hutang debitur dalam perjanjian itu. Sebagai objek jaminan fidusia, 

kendaraan bermotor yang telah dimiliki oleh orang tersebut dapat dikatakan masih 

belum sepenuhnya dimiliki oleh orang tersebut karena pihak debitur ini masih 

                                                             
2  Ibid, hlm. 33. 
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harus melunasi sejumlah uang yang ia dapatkan dari pihak kreditur untuk 

membeli kendaraan tersebut. Namun banyak permasalahan yang timbul dalam 

kegiatan pembaiyaan dengan kedaraan bermotor sebagai jaminannya ialah jika 

pihak debitur tidak dapat melunasi angsuran yang sudah disetujui itu, maka 

kendaraan tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pihak kreditur dikarenakan 

pihak kreditur memiliki hak terhadap objek yang menjadi jaminan tersebut jika 

sewaktu-waktu debitur cidera janji atau jika dalam kegiatan pembiayaan ini 

seperti kredit macet (pihak debitur tidak dapat membayar angsuran yang sudah 

disepakati). Dalam banyaknya kasus kredit macet ini pihak kreditur memilih 

memberikan kuasanya untuk menarik objek jaminan tersebut melalui debt 

collector. Istilah debt collector berasal dari bahasa Inggris yaitu debt dan collector. 

Debt berarti hutang dan collector berarti pengumpul. Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa debt collector adalah penagih hutang. 3  

Banyak pihak kreditur memilih menggunakan jasa debt collector agar 

proses penarikan kendaraan atau objek jaminan menjadi lebih mudah karena 

mereka tidak perlu terjun langsung ke proses tersebut, melainkan melalui pihak 

ketiga. Pihak ketiga yaitu debt collector ini harus memiliki sertifikat fidusia agar 

dapat melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia. Menurut Pasal 15 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia Sertifikat Jaminan 

Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Walaupun debt collector memiliki 

                                                             
3  Vera Rimbawani Sushant, Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector dan Leasing 

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Jurnal Gorontalo Law Review 

Vol.3 No.1, 2020, hlm.67 
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sertifikat jaminan fidusia tersebut, terkadang yang menjadi permasalahan ialah 

cara atau proses penarikan objek jaminan yang dilakukan oleh debt collector 

tersebut salah, dimana pihak debt collector tidak segan untuk melakukaan 

eksekusi objek jaminan secara paksa dan memberikan ancaman serta 

mengintimidasi.  

Banyaknya kasus dimana pihak debt collector yang melakukan ekseskusi 

objek jaminan secara paksa maka perlindungan terhadap konsumen atau dalam hal 

ini ialah debitur harus diperhatikan. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen 

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup 

lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan di dalam POJK Nomor 6 Tahun 

2022, yang dimaksud dengan Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan 

dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa 

Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, 

pemegang polis pada Perasuransianm dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan 

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang berarti konsumen 

ialah setiap orang yang membeli dan menggunakan barang/jasa tersebut dan tidak 

di perjualbelikan lagi, maka baru dapat disebut sebagai konsumen atau jika di 

dalam kegiatan pembiayaan, yang dimaksudkan sebagai konsumen ialah orang-

orang yang merupakan nasabah yang menggunakan jasa lembaga tersebut dan 

memiliki ikatan atau suatu perjanjian dengan lembaga pembiayaan tersebut. Dan 

yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu 

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Maka setiap orang yang 

menggunakan barang atau jasa yang ia beli atau dapatkan dari masyarakat dan 

digunakan sendiri dapat disebut sebagai konsumen dan setiap orang ini berhak 

mendapat perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan 

undang-undang yang ada.  

Pada banyaknya kejadian terkait perjanjian pembiayaan dengan kendaraan 

bermotor yang menjadi objek jaminan ini seringkali menempatkan konsumen atau 

debitur di posisi yang lemah dan lebih mudah dirugikan karena pihak debitur 

seringkali hanya menandatangani perjanjian yang ada tanpa mendapatkan salinan 

sertifikat fidusia tersebut, sehingga mereka tidak mengetahui lebih lanjut apa yang 

dapat dilakukan oleh pihak kreditur, sedangkan pihak kreditur dapat saja menarik 

kendaraan yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut jika ia merasa pihak 

debitur melakukan sedikit kesalahan dikarenakan pihak kreditur ini memiliki 

sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan hukum. Namun tentunya dalam kasus 

penarikan kendaraan bermotor oleh pihak kreditur melalui debt collector, 

konsumen atau debitur berhak dilindungi secara hukum termasuk jika pihak yang 

menarik objek jaminan melakukan pemaksaan, ancaman atau mengintimidasi. 

Serta dalam proses perlindungan hukum terhadap konsumen ini tetap harus 

diperhatikan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak konsumen apakah sudah 

dilaksanakan dengan benar dan jika terjadi kendala apakah hal tersebut masih 

dapat diselesaikan dengan itikad baik dari konsumen atau debitur, sehingga dalam 
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menuntut hak nya tidak terjadi kesalahan dan hak-hak yang dipertahankan oleh 

konsumen atau debitur harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada, 

salah satunya ialah hak atas kenyamanan serta tetap harus ditinjau kembali apakah 

dalam prosesnya salah satu pihak melanggar perjanjian yang ada sehingga 

menyebabkan objek yang menjadi jaminan harus ditarik. 

Kasus yang menyebabkan konsumen sebagai pihak yang dirugikan 

tentunya dapat melakukan suatu upaya hukum antara lain ialah memgajukan 

gugatan kepada pihak yang dirasa merugikan. Kasus antara Imam Haryadi selaku 

konsumen dan pemilik kendaraan bermotor berupa Toyota All New Rush dengan 

melawan PT. Astra Sendaya Finance Cabang Palembang sebagai pihak yang 

menyediakan jasa pembiayaan konsumen dimana pihak Imam Haryadi megajukan 

gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Palembang dalam Register Nomor 

70/Pdt.G.S/2020/PN Plg. Dimana sebelumnya, pihak penggugat memperoleh 

fasilitas kredit dari tergugat selaku leasing atau lembaga pembiayaan non bank 

yaitu untuk pengajuan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Rush yang telah 

tertuang dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Dengan No : 01500503002400399 

serta pihak penggugat telah melalui survey kelayakan dari pihak tergugat dan 

telah menandatangani formulir kredit walaupun penggugat tidak setuju dengan 

beberapa pasal tertentu karena penggugat awam dengan bahasa legal drafting. 

Sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut, pihak penggugat selalu 

membayarkan angsuran sampai angsuran ke-8 (delapan) dengan sisa pokok 

penggugat yaitu 16 (enam belas) bulan. Pengadilan Negeri Palembang 

mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan tergugat telah 
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melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan tuntutan yang telah 

diajukan oleh pihak penggugat. Serta menyatakan bahwa objek sengketa berupa 1 

(satu) unit kendaraan Toyota All New Rush adalah sah milik penggugat dan 

memerintahkan tergugat untuk mengembalikan objek sengketa tersebut kepada 

penggugat setelah penggugat melunasi tunggakan angsuran selama 10 bulan.4  

Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat bahwa walaupun telah ada 

pengaturan terkait Lembaga Pembiayaan dan Perlindungan Konsumen tidak 

menutup kemungkinan terjadi kasus-kasus dimana pihak lembaga pembiayaan 

melakukan tindakan yang merugikan pihak konsumen. Dari uraian latar belakang 

di atas, hal tersebut menjadi suatu bahasan yang menarik untuk dibahas dan 

diteliti lebih lanjut terutama mengenai hak dan kewajiban suatu lembaga 

pembiayaan serta hak dan kewajiban konsumen dalam suatu kegiatan pembiayaan 

konsumen terutama dengan adanya objek jaminan fidusia. Dari uraian tersebut 

maka penulis akan melakukan analisis hukum dengan judul “Penarikan 

Kendaraan Bermotor Sebagai Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector 

dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Kajian Aspek Perlindungan 

Hukum Terhadap Konsumen)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

beberapa pokok permasalahan yang dapat di kaji dalam penulisan skripsi ini yaitu :  

1.   Bagaimanakah mekanisme penarikan kendaraan bermotor yang merupakan 

objek jaminan fidusia oleh debt collector dalam perjanjian pembiayaan 

                                                             
4 Mahkamah Agung, Putusan No. 70/Pdt.G.S/2020/PN Plg, hlm 36-37 
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konsumen sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 

70/Pdt.G.S/2020/PN Plg? 

2.   Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pemilik 

kendaraan bermotor yang merupakan objek jaminan fidusia dalam perjanjian 

pembiayaan konsumen ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1.   Untuk menjelaskan dan menganalisis sistem penarikan kendaraan bermotor 

yang merupakan objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan 

konsumen oleh pihak ketiga yaitu debt collector. 

2.   Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum yang didapatkan 

oleh debitur atau konsumen yang kendaraan nya ditarik oleh debt collector 

sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1.   Manfaat Teoritis  

a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat digunakan oleh Konsumen yang 

sebagai pegangan atau pedoman dalam melakukan suatu kegiatan perjanjian 

terutama dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen. 

b. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak perusahaan 

pembiayaan dan pihak-pihak yang berkaitan seperti debt collector sebagai 
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pedoman dalam melaksanakan kegiatannya sebagai penyedia jasa dalam 

kegiatan Pembiayaan Konsumen. 

c. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat digunakan oleh Mahasiswa Hukum 

untuk materi pembelajaran mengenai perjanjian terutama dalam Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen. 

2.   Manfaat Praktis 

a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seorang konsumen  

yaitu dalam hal informasi bahwa setiap konsumen mendapatkan perlindungan 

hukum oleh negara. 

b. Dengan adanya tulisan ini dimaksudkan sebagai bahan kajian bagi pihak 

konsumen bahwa setiap konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi 

yaitu salah satunya ialah memperoleh hak atas kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. 

c. Hasil dari tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para 

pihak penyedia pembiayaan konsumen bahwa sebagai penyedia jasa memiliki 

kewajiban dan larangan yang telah diatur oleh Undang-Undang. 

d. Hasil dari tulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi  

masyarakat Indonesia sebagai konsumen terkait pengetahuan Hak Konsumen 

terutama dalam kegiatan Pembiayaan Konsumen. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk memperjelas pembahasan yang diteliti dalam skripsi ini dan agar 

pembahasan yang ada tidak terlalu luas dan terarah, maka penulis membatasi 

permasalahan dan pembahasannya mengenai penarikan kendaraan bermotor 
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sebagai objek jaminan fidusia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap 

konsumen sebagai pemilik objek jaminan fidusia tersebut sesuai dengan Undang-

undang dan aturan yang berlaku terutama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, dan POJK Nomor 6 Tahun 2022 Tentang 

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan POJK 

Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.  

F. Kerangka Teori 

Dalam mengkaji permasalahan terkait penarikan kendaraan bermotor 

sebagai objek jaminan fidusia oleh debt collector dan perlindungan hukumnya 

terhadap konsumen, maka penulis menggunakan beberapa teori yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, dimana teori merupakan sebuah 

sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-

konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena.5 Maka 

teori yang akan digunakan ialah sebagai berikut : 

 

1.   Teori Perlindungan Hukum 

Satjipto Raharjo memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum 

adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara 

mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya tersebut.6 Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah 

suatu upaya yang diberikan oleh pihak-pihak yang lebih kuat untuk 

                                                             
5 Andri Purba Yuana, Penanganan anak yang berhadapan dengan Hukum Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Journal Of 

Law”, Vol. 5 No. 2, 2019, hlm. 4 

6 Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Mataram ; Pustaka Bangsa, 2016, hlm.29. 
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melindungi, mengayomi, atau membela pihak-pihak yang lebih lemah. 

Perlindungan hukum merupakan refleksi atas terwujudnya fungsi dan tujuan 

hukum, perlindungan hukum dapat diperoleh oleh subjek hukum jika fungsi 

dan tujuan hukum terwujud dengan baik. Berdasarkan bentuknya, Philipus M. 

Hadjon, membedakan bentuk perlindungan hukum dalam 2 bentuk yaitu 

Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Reprensif. 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif ialah 

dimana dalam pelaksanaanya, subjek hukum memiliki kesempatan 

mengajukan keberatan atau suatu pendapat terhadap keputusan yang 

dikeluarkan pemerintah sebelum berbentuk definitif dengan tujuan 

sengketa dapat dicegah. Secara tegas, Indonesia belum memiliki 

peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.7 

b. Perlindungan Hukum Represif 

Bentuk perlindungan hukum represif ini merupakan perlindungan 

akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan 

yang diberikan apabila sudah terjadinya sengketa atau telah dilakukan 

pelanggaran.8 

Sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, Lili Rajidi dan I.B. Wysa 

Putra menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak hanya sekedar berfungsi 

untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi 

hukum juga harus berfungsi secara prediktif dan antisipatif. Sedangkan 

                                                             
7 Philipus M. Hadjon, Ibid, hlm. 30 
8 Setiono, Rule of Law Supremasi Hukum, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program 

Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3. 
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Sunaryati Hartono menegaskan bahwa hukum berkerja memberikan 

perlindungan hukum karena dibutuhkan untuk melindungi kepentingan-

kepentingan mereka yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik untuk 

memperoleh keadilan sosial. 9  Perlindungan hukum juga merupakan suatu 

upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan 

oleh orang lain, dalam perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat 

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.10 

 Legal protection merupakan penyebutan perlindungan hukum di Bahasa 

Inggris sedangkan Bahasa Belanda nya adalah van de wettelijkebecherming 

atau rechtsbecherming. 11  Undang-Undang dan doktrin juga memberikan 

pengertian mengenai Perlindungan Hukum : 

a. Menurut Undang-Undang 

Sebagai negara hukum, Undang-Undang menjadi pedoman bagi 

seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-

hari terutama terkait aturan-aturan yang berlaku yang tentunya telah 

disepakati dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di 

masyarakat. Terutama mengenai perlindungan hukum, dimana setiap 

masyarakat Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum yang 

sama dan adil. Di dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945 (UUD 1945) dinyatakan secara tegas bahwa Setiap orang 

                                                             
9 Benny Krestian Heriwanto, Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan 

Title Eksekutorial, Jurnal Legality, Vol. 27 No. 1, 2019, hlm. 65 
 

10 Setiono, Rule of Law, Supremasi Hukum, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3. 
11 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerpan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

dan Desertasi, Cetakan ke-4, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm 259. 
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berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormata, martabat, 

dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa 

aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat 

atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28D ayat 

(1) UUD 1945 yang memberikan pengakuan, penjaminan, 

perlindungan hukum serta kepastian akan hukum yang adil seadilnya 

dan memiliki kedudukan yang sama dimata hukum.12 

b. Menurut Doktrin 

Beberapa pakar hukum memberikan definisi atau pengertian dari 

perlindungan hukum, antara lain yaitu : 

1) Setiono 

Perlindungan hukum sama maknanya dengan suatu tindakan 

dengan maksud berupaya melindungi masyarakat terhadap 

kesewenangan penguasa yang tindakan itu tidak dilandasi oleh 

aturan hukum sebagaimana mewujudkan ketertiban serta 

ketentraman yang dapat menimbulkan kemungkinan bahwa 

manusia dapat menikmari martabat yang diterimanya sebagai 

manusia.13 

2) Harjono 

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam 

Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa 

                                                             
12 Fredy Andrianto, Implikasi Hukum Terhadap Peredaran Obat Herbal Palsu Ditinjau 

Dari Prespektif Hukum Persaingan Usaha, El-Iqtishady ; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4 

No. 2, 2022, hlm 135. 
13 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya, 2014, hlm. 74.  
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Belanda disebut rechtsbecherming. Harjono memberikan 

pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan 

dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang 

diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada 

perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu 

degan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk 

dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.14 

3) Philipus M. Hadjon 

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu 

tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada 

subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat 

hukum.15 

Di dalam Hukum Perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum 

orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang 

pribadi atau natuurlijkepersoon ialah pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang 

mempunyai hak dan kewajiban disebut juga dengan subjek hukum. 

Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak dimulai saat ia dilahirkan dan 

berakhir pada saat ia meninggal dunia, dan menjadi subjek hukum ini 

haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu harus cakap, dewasa 

dan tidak dibawah pengampuan.16 Di samping manusia sebagai pembawa hak 

                                                             
14 Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357. 
15 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta : Gajah 

Mada University Press, 2011, hlm. 10. 
16  P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta : Prenadamedia Group, 

Cetakan ke-4, 2018, hlm.20 
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(subjek hukum), di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau 

perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan 

perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan hukum 

dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta 

dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat diugat dan 

dapat juga menggugat di muka hakim.17 

Orang sebagai subjek hukum tentunya memiliki kepentingannya masing-

masing, terutama yang sering dilakukan ialah setiap orang berkepentingan 

untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya dan sering melakukan transaksi 

jual beli, sehingga diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum bagi orang 

tersebut. Salah satunya ialah Perlindungan Hukum terhadap Konsumen, 

dimana dalam praktik perjanjian pembiayaan konsumen ini perlindungan 

konsumen sangat diperlukan agar konsumen mengetahui hak dan 

kewajibannya dengan baik agar sebelum perlindungan hukum tersebut 

terlaksana, konsumen terlebih dahulu memenuhi kewajibannya. Perlindungan 

hukum yang diberikan kepada konsumen atau debitur ini ialah perlindungan 

hukum preventif agar debitur dapat menjalankan prestasinya dalam 

melakukan kesepakatan antara debitur dan kreditur tersebut dengan tidak 

melanggar persyaratan yaitu terdapat kesepakatan cidera janji antara kreditur 

dengan debitur sehingga objek jaminan fidusia tadi harus diserahkan secara 

sukarela oleh debitur kepada kreditur. Dan perlindungan terhadap konsumen 

ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

                                                             
17 Ibid, hlm. 25 
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Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 

Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa 

Keuangan. 

Dasar perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia diatur di 

dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

serta di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 

2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa 

Keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka (2), 

yang dimaksud dengan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang 

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. Sedangkan yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen 

di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang ini ialah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen.  

POJK Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 1 angka (3) mengartikan konsumen 

sebagai pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan 

pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada 

Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan 

peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di 

sektor jasa keuangan. Serta pada Pasal 1 angka (4) dijelaskan yang dimaksud 

dengan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat adalah upaya untuk 

memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan 
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PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) yang akan digunakan atau dimanfaatkan 

oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian 

hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban 

Konsumen di sektor jasa keuangan. 

Sebelum perlindungan hukum terhadap konsumen diberikan, tentunya 

harus diperhatikan pula kewajiban dan hak yang dimiliki oleh setiap 

konsumen. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen menyampaikan yang termasuk ke dalam kewajiban 

konsumen adalah : 

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan 

dan keselamatan; 

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa; 

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

Asas dan Tujuan perlindungan konsumen ini juga tertuang di dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dimana pada Pasal 2 disebutkan 

bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, 

keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Yang 

dimaksud dari asas-asas tersebut ialah :18 

                                                             
18  M.Sadar, Moh. Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi,Hukum Perlindungan 

Konsumen di Indonesia, Jakarta : Akademia, 2012, hlm.19. 
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1) Asas Manfaat 

Yang dimaksud dengan asas manfaat ialah untuk mengamatkan 

bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan 

konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 

kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

2) Asas Keadilan 

Dengan adanya asas ini, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat 

dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan 

kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil. 

3) Asas Keseimbangan 

Asas ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti 

materil ataupun spiritual. 

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 

 Bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan 

keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan 

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 

5) Asas Kepastian Hukum 

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen 

menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 



 

 

 

 

 

 

21 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan mengenai 

tujuan dari adanya perlindungan konsumen, yaitu : 

a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri 

b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa 

c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen 

d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi 

e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggungjawab dalam berusaha 

f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

 

2.   Teori Perjanjian 

Perjanjian yang merupakan sumber perikatan, dimana suatu kegiatan seperti 

jual beli pun didasari oleh adanya suatu perjanjian. Jika dalam jual beli, perjanjian 

yang dimaksud ialah kesepakatan antara kedua belah pihak dengan harga objek 

tersebut, lalu dalam perjanjian pembiayaan tentunya adanya kesepakatan antara 

pihak kreditur untuk memberikan sejumlah uang yang dibayarkan sesuai 
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keperluan debitur, dan debitur berkewajiban membayar angsuran yang sudah di 

sepakati dan tentunya dengan adanya perjanjian lain diantara kedua belah pihak. 

Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa Suatu Perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih. Serta di dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan terdapat 

4 (empat) syarat sah terjadinya suatu perjanjian yaitu : 

a.   Adanya kata sepakat  

Dimana diantara kedua belah pihak sama-sama menghendaki kesepakatan 

tersebut dan tidak adanya paksaan atau ancaman dari salah satu pihak dan 

adanya kesepakatan tersebut dilakukan dan dinyatakan dengan sadar oleh 

pihak-pihak yang terkait. 

b.   Kecapakan untuk Mengadakan Perikatan 

Didalam Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah 

cakap, maka pada Pasal 1330 dijelaskan kembali bahwa ada beberapa orang 

yang dianggap tidak cakap yaitu jika, belum dewasa, ditaruh dibawah 

pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalm hal-hal yang ditentukan 

undang-undang dan pada umunya semua orang yang oleh undang-undang 

dilarang untuk membuat persetujuan itu. 

c.   Suatu hal tertentu 

Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata dikatakan bahwa Suatu perjanjian harus 

mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan 

jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian 
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dapat ditentukan atau dihitung. Barang atau sejenis nya lah yang dapat 

dikatakan sebagai suatu hal tertentu di dalam perjanjian. 

d.    Suatu Sebab Tertentu  

 Sedangkan terkait suatu sebab tertentu dalam perjanjian, dijelaskan juga di 

dalam Pasal 1335 bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat 

berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai 

kekuatan. 

Agar suatu perjanjian dapat terjadi dan dinyatakan sah serta dapat dilindungi 

oleh hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya, selain itu di 

dalam perjanjian terdapat juga unsur unsur  perjanjian, meliputi : 

a.    Unsur Essensialia 

Unsur Essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam 

suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, 

perjanjian tidak mungkin ada dna merupakan unsur yang menentukan atau 

menyebabkan perjanjian itu tercipta.   

b.    Unsur Naturalia 

Unsur ini bersifat bawaan (natur) perjanjian yang secara alamiah melekat 

pada perjanjian, seperti menjamin tidak adanya cacat dari benda yang akan 

dijual. 

c.    Unsur Accidentalia 

Unsur ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian secara jelas dan tegas 

disepakati oleh para pihak.19 

                                                             
19  Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: PT. Alumni, 2014, 

hlm.25 
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Dalam suatu perjanjian diperlukan suatu kesepakatan terlebih dahulu dengan 

tujuan tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak, lalu pihak-pihak terlibat 

haruslah cakap dengan tujuan agar pihak-pihak terkait memang melakukan 

perjanjian tersebut memang sudah bisa memutuskan untuk membuat perjanjian 

tersebut, dalam perjanjian juga harus ada hal yang menjadi pokok atau inti 

perjanjian dimana hal ini dapat berupa barang yang nantinya akan menjadi suatu 

bentuk jaminan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan juga dapat menambah 

rasa kepercayaan dari pihak yang terlibat, dan dalam perjanjian harus ada suatu 

sebab tertentu yang menjadi dasar terjadinya perjanjian tersebut. 

3.   Teori Jaminan 

Jaminan sendiri erat kaitannya dengan hak kebendaan, dimana jaminan 

merupakan hak kebendaan dan merupakan bagian dari hukum benda sebagaimana 

diatur di dalam buku II BW. Timbulnya jaminan dalam kaitannya dengan hak 

kebendaan ini didasarkan pada kelemahan jaminan umum yang ada dalam Pasal 

1131 BW yaitu Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, 

baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-

perikatan perorangan debitur itu. Dimana yang berarti, apa yang menjadi milik 

debitur selama ia memiliki hutang kepada kreditur maka akan menjadi jaminan. 

Pembentuk undang-undang menyiapkan alternatif perangkat jaminan lainnya, 

yakni jaminan khusus yang obyeknya adalah benda milik debitor, hanya saja telah 

ditunjuk secara tertentu dan diperuntukkan bagi kreditor tertentu pula. Dalam 

praktik perbankan, jaminan dilembagakan sebagai jaminan khusus yang bersifat 
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kebendaan yaitu hak tanggungan, hipotik, gadai fidusia, sedangkan jaminan yang 

bersifat perorangan adalah perjanjian penanggungan.20  

Di dalam praktik jaminan ini tentunya diperlukan hukum yang mengatur, di 

Indonesia terdapat hukum jaminan yang dibuat untuk menjaga hubungan antara 

kreditur dan debitur terutama terkait hak dan kewajiban yang harus dilakukan. 

Para sarjana memberikan pengertian tentang hukum jaminan sebagai berikut : 

a.    Salim HS., berpendapat bahwa hak untuk menjamin adalah seperangkat 

aturan hukum yang mengatur hubungan hukm antara pemberi dan penerima 

jaminan dengan memperhatikan konstitusi jaminan untuk memperoleh 

fasilitas kredit. 

b.    Mariam Darus Badrulzaman berpendapat bahwa dalam merumuskan suatu 

jaminan sebagai tanggungan yang diberikan oleh debitur dan/atau pihak 

ketiga kepada kreditur untuk meminjamkan kewajibannya dalam suatu 

perikatan.  

c.    J. Satrio, mengatakan bahwa hukum penjaminan adalah peraturan hukum 

yang mengatur tentang penjaminan piutang seorang kreditur terhadap 

debitur.21 

Hukum jaminan senantiasa berkaitan dengan hukum ekonomi, karena 

perkembangan di bidang ekonomi, terutama pada sektor industri, perdagangan, 

perseroan, pengangkutan dan lain-lain, membutuhkan adanya dana. 22  Istilah 

                                                             
20  Noor Hafidah, Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem 

Hukum Syrariah, Jurnal Trunojoyo, Vol.8 No.2, 2013, hlm. 8 

 

21 H. Zaeni Asyhadie, Hukum Jaminan di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, 2018, 

hlm.5 
 

22  Dr. Ashibli, Hukum Jaminan, Bengkulu: MIH Unihaz, 2018, hlm.1 
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hukum jaminan sendiri  berasal dari terjemahan zakerheidesstelling (Belanda) 

atau security of law (Inggris). Berkaitan dengan jaminan dan lembaga-lembaga 

kredit biasanya hal ini erat kaitannya dengan jaminan fidusia. Istilah fidusia 

berasal dari bahasa Belanda yaitu fiducie, yang dalam Bahasa Inggris disebut 

fiduciary transfer of ownership, artinya kepercayaan.23  

Di Indonesia sendiri, pengertian Jaminan Fidusia dijelaskan didalam pasal 1 

ayat  2 UUJF No. 42 Tahun 1999 sebagai berikut: 

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud maupun yang idak berwujud dan benda tidak bergerak 

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi 

fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor 

lainnya. 

Jaminan sendiri menjadi suatu pokok yang penting yang diperlukan di dalam 

suatu perjanjian, terutama dalam perjnajian pembiayaan konsumen dimana objek 

jaminan biasanya disebut sebagai objek jaminan fidusia. Degan tujuan agar dalam 

suatu kegiatan seperti pembiayaan konsumen tidak terjadi cidera janji dan agar 

pihak yang memiliki kepentingan atau kewajiban untuk memenuhi prestasi nya 

                                                                                                                                                                       
 

23  Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacipto, Tinjauan hukum terhadap eksekusi objek 

jaminan fidusia tanpa titel eksekutorial yang sah, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.1, 

2019, hlm.22 
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tetap menyelesaikan hal tersebut baru bisa mengambil kembali objek yang 

menjadi jaminan.  

 

G. Metode Penelitian 

 Dalam penulisan proposal skripsi ini, Penulis menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1.    Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, 

dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan 

patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.24 Dapat dikatakan pendekatan 

yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, 

mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini 

atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah 

penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem 

norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah 

dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif 

ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan 

pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian 

atau dasar dalam hukum.25 

 

 

 

                                                             
24 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2012, hlm.118 
25  Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

Cetakan ke-16, 2016, hlm 93 
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2.   Jenis-Jenis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui buku-

buku dan jurnal yang berkaitan dengan ilmu hukum. Data yang digunakan terdiri 

dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier : 

a.    Bahan Hukum Primer  

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif, artinya mempunyai otoritas, 

antara lain ialah : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan 

Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. 

5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Jasa Keuangan. 

6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. 

7) Putusan Nomor 70/Pdt.G.S/2020/PN Plg 

b.    Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan 

hukum, dan media cetak, atau elektronik).26 Atau yang digunakan didalam 

                                                             
26 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi 

Teori Hukum, Jakarta :Kencana, 2016, hlm. 142 
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tulisan ini ialah  buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan 

penulisan ini. 

c.    Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang merupakan pelengkap dan 

menambahkan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan 

sekunder, misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

atau ensiklopedia. 

 

3.   Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach) 

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani27 Dalam penelitian ini, undang-undang yang akan digunakan antara 

lain ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan 

Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 

Pembiayaan. 

b. Pendekatan Konseptual 

                                                                                                                                                                       
 

27 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 

Cetakan ke-14, 2019, hlm. 93. 
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Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna 

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum 

yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum 

dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi28 

 

4.   Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengolahan Bahan Hukum 

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi 

kepustakaan (library research) yang meliputi sumber primer yaitu peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, sumber 

sekunder yaitu buku-buku literature ilmu hukum serta tulisan-tulisan yang 

relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian 

bahan kepustakaan ini meliputi inventarisasi peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas.29 

b.  Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

 Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut 

Marck Van Hoecke, pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan 

dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-

bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu : 

1)  Tataran Teknis 

                                                             
28 Ibid, hlm.135 
29 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, 

hlm. 11. 
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 Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan 

peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun 

landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan 

menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem 

yang koheren. 

2)   Tataran Telelogis 

 Tataran telelogis, yaitu menyistematisasi peraturan hukum 

berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata 

ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif telelogis, 

sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan 

menerapkan metode telelogis sebagai patokan sistematisasi 

internalnya.30 

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan 

dengan cara analisis dan penafsiran hukum, antara lain : 

a. Penafsiran Gramatikal 

Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya 

kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari 

makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis 

yang lazim atau dianggap sudah baku.31 Kaitannya dalam penelitian ini 

                                                             
30 Marck Van Hoecke, dalam Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu 

Hukum, Mandar Maju : Bandung, 2009, hlm. 39, 
 

31 Ph. Vissert Hoft, Penemuan Hukum judul asli Rechtsvinding diterjemahkan oleh B. 

Arief Sidharta, Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, Bandungm 2001, hlm. 25. 



 

 

 

 

 

 

32 

ialah untuk memberikan pemahaman atas suatu makna teks pasal yang 

berkaitan dengan perlindungan konsumen terutama dalam perjanjian 

pembiayaan. 

b. Penafsiran Sistematikal 

Merupakan metode penafsiran terhadap peraturan perundang-

undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau 

undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, 

penafsirannya tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem 

perundang-undangan atau sistem hukum. 32  Dengan menggunakan 

penafsiran jenis ini, maka dapat mengaitkan konsumen sebagai pihak 

yang perlu dilindungi dalam kegiatan pembiayaan konsumen dengan 

peraturan perundang-undangan yang terkait atau ilmu hukum lain baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

c. Penafsiran Hukum Otentik atau Resmi (Authentieke atau Officiele 

Interpretatie) 

Penafsiran ini digunakan untuk mendaptkan penafsiran secara resmi 

yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, sehingga didapatkannya 

batasan-batatasan yang baku untuk dilakukan penelitian terhadap isu 

hukum yang sedang diteliti. 

d. Penafsiran Telelogis 

Tekanan penafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hukum 

terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau 

                                                             
32 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum : Suatu Pengantar Edisi Revisi, Cahaya 

Atma Pustaka : Yogyakarta,2014, hlm. 56. 



 

 

 

 

 

 

33 

asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga 

diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.33 Dengan 

menggunakan penafsiran ini, dapat dilihat sejauh mana maksud dan 

tujuan dari pembentukan undang-undang yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam penarikan kesimpulan, hendaknya menggunakan metode penalaran 

yang tepat. Metode penalaran yang pada umumnya menggunakan cara berpikir 

deduktif dan infuktif. Amiruddin dan Zaenal berpendapat bahwa  

“Suatu analisis yuridis normatif, pada hakekatnya menekankan kepada 

metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata 

kerja penunjang.”34 

 

Dalam suatu tulisan, kesimpulan merupakan bagian yang penting sebagai 

salah satu bagian untuk menjawab permasalahan yang telah diteliti dan 

menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal-hal yang 

bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

                                                             
33 Ph. Vissert Hoft, Op.Cit, hlm. 30. 
34 Amiruddin dan Zaenal Asikin, Op.Cit, hlm. 166. 
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